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merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
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Qalbiyanti, Januari 2026. PROBLEMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN
DAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DI
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Pada tanggal 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional mulai
diundangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Kehadiran
kedua kodifikasi tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat landasan normatif
pemidanaan, tetapi juga mengharmoniskan sistem peradilan pidana nasional agar
lebih legitim, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Pembaruan ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari
pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan,
salah satunya melalui penguatan mekanisme keadilan restoratif. Meskipun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak secara eksplisit
menggunakan istilah keadilan restoratif, semangat restoratif tercermin dalam Pasal
54 huruf j dan Pasal 132 ayat (1) huruf g. Berbeda dengan KUHP, Undamg-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas mengatur keadilan restoratif sebagai bagian
integral dari hukum acara pidana, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 79
sampai dengan Pasal 87 serta ketentuan penghentian penyidikan dan penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif dalam Pasal 158 huruf b dan Pasal 161. Pengaturan
ini menunjukkan pergeseran paradigmatik dari praktik sebelumnya yang bertumpu
pada kebijakan internal sektoral lembaga penegak hukum. Implikasi normatif dari
pengaturan tersebut adalah terjadinya rekonfigurasi hubungan hierarkis antara
Undamg-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan berbagai peraturan internal
lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020. Relevansi persoalan ini tercermin dalam praktik sebelum
diundangkannya Undamg-Undang Nomor 20 Tahun 2025, salah satunya dalam
perkara pencurian telepon genggam senilai Rp2.650.000,00 yang sempat
diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Namun,
penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
(SP3) berdasarkan Peraturan Kepolisian ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum dan
perkara tetap dilanjutkan ke persidangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui karakteristik
keadilan restoratif dalam Undamg-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dan kedua, Untuk
mengetahui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam
keadilan restoratif apakah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kesatuan
sistem hukum pidana di Indonesia.



Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum
normatif dengan tipe penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk menganalisis
isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
ataupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan.
Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Karakteristik keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dimana Peraturan Kepolisian
menekankan perdamaian dan pemulihan dengan syarat bukan pengulangan
tindak pidana, dan mempertimbangkan kepentingan umum dan ketertiban.
Peraturan Kejaksaan membatasi pada perkara bukan residivis dengan
ancaman pidana maksimal lima tahun dan nilai kerugian maksimal
Rp2.500.000,00, berlandaskan asas keadilan, proporsionalitas, dan ultimum
remedium. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
mengatur lebih fleksibel untuk seluruh tahapan peradilan pidana dengan
meminimalisir potensi ketidakharmonisan penerapan keadilan restoratif
antar aparat penegak hukum melalui penetapan pengadilan.

2. Pengaturan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun
2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 belum menjamin
kepastian hukum dan kesatuan sistem hukum pidana karena masih bersifat
sektoral dan menimbulkan konflik norma yang bersifat bilateral. Dan pasca
berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, aturan tersebut hanya
berlaku terbatas sebagai pengaturan teknis sepanjang belum dinyatakan
tidak berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang berdasarkan
asas lex superior dan lex posterior.
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ABSTRAK

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai payung hukum nasional, pengaturan
keadilan restoratif di Indonesia tersebar dalam regulasi sektoral yang dikeluarkan
oleh masing-masing lembaga penegak hukum, yaitu Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.
Kondisi tersebut dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum
dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif,
meskipun perkara-perkara yang ditangani memiliki karakteristik faktual dan yuridis
yang relatif serupa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
karakteristik pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta
mengkaji apakah pengaturan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian dan
Peraturan Kejaksaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan
kesatuan sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian dan Peraturan
Kejaksaan memiliki karakteristik sektoral yang berbeda secara mendasar.
Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman perlakuan
hukumyang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kesatuan sistem
hukum. Oleh karena itu, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori dan lex
posterior derogat legi priori, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan hanya
dapat diberlakukan secara terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci (Keyword): Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, Keadilan
Restoratif.
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